
47

penyelesaian perkara akan lebih lama dan bertele-tele dalam

penanganannya.

BAB III

PENUTUP
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A. KESIMPULAN

Berdasarkan permasalahan yang diangkat oleh penulis mengenai

konsekuensi tidak dibatasinya pengembalian berkas perkara dari penuntut

umum kepada penyidik dalam praktek perkara pidana, maka oleh penulis

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tidak dibatasinya pengembalian berkas perkara sering menimbulkan

penyimpangan terhadap asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya

ringan. Hal tersebut dikarenakan bolak-balik berkas perkara antara

penuntut umum dan penyidik memakan waktu 7 hari di kejaksaan dan

14 hari di penyidik polisi, jika hal ini terjadi berulang kali maka akan

menambah waktu penahanan tersangka.

2. Konsekuensi tidak dibatasinya pengembalian berkas perkara yaitu

polisi selaku penyidik ataupun jaksa selaku penuntut umum dapat

melakukan pengembalian berkas perkara yang diulang berkali-kali

untuk menambah waktu guna melengkapi berkas perkara.

B. SARAN

Berdasarkan keimpulan penilitian, maka penulis merekomendasikan saran-

saran sebagai berikut:
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1. Dengan jelasnya pengaturan mengenai berapa kali batas pengembalian

berkas perkara oleh penuntut umum, diharapkan agar proses

penanganan perkara pidana oleh aparat penegak hukum (Penyidik dan

Penuntut Umum) khusunya pada tahap pra penuntutan dapat

meminimalisir bolak-balik berkas perkara.

2. Apabila setelah dikembalian oleh penyidik masih dirasa kurang

lengkap oleh penuntut umum, sebaiknya kejaksaan diberikan

wewenang melakukan penyidikan lanjutan agar bolak-balik berkas

perkara yang selama ini terjadi dapat dihindari.
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